
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK

(SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan RalQ'^at dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

bahwa untuk kelancaran pengelolaan data dan

dokumen Partai Politik melalui Aplikasi Sistem

Informasi Partai Politik (SIPOL), Perlu melakukan

penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Partai

Politik (SIPOL) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muaro Jambi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Muaro Jambi tenteing penetapan Admin dan

Operator Sistem Infromasi Partai Politik (SIPOL) di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muaro Jambi;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
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tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dn

Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum provinsi,

dan Sekretariat Komisi pemilihan umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2018 Nomor 196);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang tata Keija Komisi pemilihan Umum,

Komisi pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik

Indonesia tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang

Perubahan Kelima atas peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata keija komisi

pemilihan umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara republik Indonesia tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negra Republik Indonesia

tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah

dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

tahun 2023 tentang perubahan Kedua atas peraturan

Komisi Pemilihan umum Nomor 14 tahun 2020 tentang
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Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan tata Keija

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan sekretariat Komisi pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

tahun 2023 Nomor 826);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun

2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Ral^at

Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon

Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Ral^at dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532

Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon

Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

sebagaimana telah beberapa kali diubah tereikhir

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533

Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahiin
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2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan

Pendaftaran, Veriflkasi, dan Penetapan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun

2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data

Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem

Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik

Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai

Politik;

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM

INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) D1 LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

Menunjuk dan Menetapkan Admin dan Operator Sistem

Informasi Partai Politik di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Tugas dan Fungsi admin dan operator Sistem Informasi

Partai Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU meliputi :

1. Melakukan Veriflkasi terhadap data dan dokumen

pemutakhiran Partai Politik melalui Aplikasi Sistem

Infromasi Partai Politik (SIPOL).

2. Penyampaian data hasil Veriflkasi dan penetapan hasil

pemutakhiran data Partai Politik.
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KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti

pada tanggal 7 Januari 2026

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI AGUNG NUGROHO

r-^Kep^SL Spbbagian Teknis Penyelenggaraan

an
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MUARO JAMBI

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM

INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI

ADMIN DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK PADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

NO NAMA JABATAN TUGAS

1. PARIYANTO, S.H., M.H

KEPALA SUB. BAGIAN

TEKNIS PENYELENGGARA

PEMILU DAN HUKUM

ADMIN

2.
NURUL IZAH MAHADIR

NASUTION, S.H.

STAF PELAKSANA SUB.

BAGIAN TEKNIS

PENYELENGGARA PEMILU

DAN HUKUM

OPERATOR

PIt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARO JAMBI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

^KABUPATEN MUARO JAMBI
^ I^epala^jibbagian Teknis Penyelenggaraan

um,

V

ttd.

AGUNG NUGROHO

Pariyarito
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